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Abstrak : 
Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi akuntansi dialogis sebagai 
solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam 
pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia. 
Metode: Data dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal, laporan, dan kebijakan terkait 
pengelolaan perikanan dan akuntansi keberlanjutan. Analisis dilakukan dengan pendekatan 
kualitatif berbasis sintesis tematik terhadap tantangan dan peluang penerapan akuntansi 
dialogis. 
Temuan penelitian: Penelitian menemukan bahwa ketimpangan akses informasi, dominasi 
kebijakan top-down, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama penerapan 
akuntansi dialogis, namun teknologi informasi membuka peluang transparansi dan 
partisipasi pemangku kepentingan. 
Implikasi praktis: Hasil penelitian mendorong integrasi akuntansi dialogis untuk 
mewujudkan tata kelola sumber daya laut yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. 
Kata kunci : Akuntansi; Transparansi; Pesisir; Keberlanjutan; Partisipasi. 
 
Abstract : 
Research objective: This study aims to explore dialogic accounting as a solution to enhance 
transparency, accountability, and sustainability in the management of coastal resources in Indonesia. 
Method: Data were collected through a literature review of journals, reports, and policies related to 
fisheries management and sustainability accounting. Data analysis was conducted using a qualitative 
approach based on thematic synthesis of the challenges and opportunities in implementing dialogic 
accounting. 
Research findings: The study found that information access inequality, top-down policy dominance, 
and resistance to change are major barriers to the implementation of dialogic accounting; however, 
information technology opens opportunities for transparency and stakeholder participation. 
Practical implication: The findings encourage the integration of dialogic accounting to achieve 
fairer, more participatory, and sustainable coastal resource governance. 
Keywords : Accounting; Transparency; Coastal; Sustainability; Participation. 

PENDAHULUAN  

Indonesia memiliki potensi ekonomi besar dari sektor kelautan, mencapai US$1,3 triliun 
per tahun (Pebrianto, 2020). Namun, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional 
masih sangat rendah, hanya 2,65% pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Di sisi lain, 
masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, 



Aptasari (2025) | Akuntansi Dialogis dalam Pengelolaan Sumber Daya … 

 

3 Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi | Volume 9 Nomor 2, 2025 

 

dengan 20–48% nelayan hidup di bawah garis kemiskinan (Pryanka, 2018). Kondisi ini 
mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan, yang tidak hanya 
berdampak pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem pesisir. 
Selain rendahnya kontribusi perikanan terhadap PDB dan rendahnya tingkat kesejahteraan 
komunitas pesisir, pengelolaan perikanan di Indonesia juga menghadapi tantangan besar 
berupa tingginya tingkat eksploitasi sumber daya ikan yang mengancam keberlanjutan 
ekosistem laut. Sebagian besar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) telah menunjukkan 
tanda-tanda overfishing atau tangkapan berlebih akibat kurangnya pengelolaan yang 
terukur. Selain itu, persoalan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) menjadi 
ancaman besar yang merugikan potensi penerimaan negara sekaligus ekosistem laut. 

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan berbagai kebijakan yang 
bertujuan untuk mengelola sumber daya kelautan secara terukur. Kebijakan-kebijakan ini 
dirancang untuk membatasi eksploitasi sumber daya alam, memaksimalkan penerimaan 
negara dari sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong pemerataan ekonomi di 
kawasan pesisir. Namun, implementasi kebijakan ini kerap menuai kritik, terutama terkait 
pembatasan kuota dan akses yang dinilai lebih menguntungkan pelaku usaha besar 
dibanding masyarakat kecil (Falah & Aptasari, 2023). Hal ini menyoroti pentingnya tata 
kelola sumber daya kelautan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, 
tetapi juga menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi. 

Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, konsep akuntansi dialogis menjadi 
relevan sebagai pendekatan alternatif untuk memperbaiki mekanisme akuntabilitas dan 
transparansi kebijakan publik. Secara teoretis, akuntansi dialogis berakar pada pemikiran 
kritis dalam disiplin akuntansi yang dikembangkan oleh (Brown & Dillard, 2014), yang 
menekankan pentingnya proses komunikasi partisipatif dalam penyusunan dan 
implementasi kebijakan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang bersifat teknokratis 
dan sering kali elitis, akuntansi dialogis mengedepankan prinsip deliberasi publik, di mana 
semua pemangku kepentingan—termasuk komunitas lokal yang terdampak langsung—
dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan 
kerangka accountability as dialogic process yang dikemukakan oleh Gray (1992), yang 
menempatkan akuntabilitas sebagai proses sosial yang terbuka terhadap kritik dan 
perbedaan pandangan. 

Ketimpangan informasi juga menjadi hambatan besar. Pelaku usaha besar memiliki akses 
lebih baik terhadap kebijakan dibanding masyarakat pesisir yang sering kali kurang 
memahami implikasi regulasi. Di sinilah akuntansi dialogis berperan, dengan menekankan 
komunikasi dan keterlibatan aktif semua pihak. Berbeda dari akuntansi tradisional yang 
berfokus pada laporan finansial, pendekatan ini menciptakan ruang diskusi yang setara bagi 
seluruh pemangku kepentingan (Brown & Dillard, 2014). Akuntansi dialogis dalam 
kebijakan publik mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dengan 
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan mempertimbangkan 
berbagai perspektif. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan, misalnya, akuntansi 
dialogis membantu menyelesaikan konflik kepentingan antara nelayan kecil, industri, 
pemerintah, dan kelompok lingkungan melalui dialog berbasis data. Pendekatan ini juga 
mengatasi tantangan seperti ketimpangan akses informasi, konflik kepentingan, dan 
keberlanjutan ekologis serta sosial dengan mengintegrasikan semua dimensi tersebut dalam 
pengambilan keputusan, menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. 

Pendekatan akuntansi dialogis menekankan pentingnya dialog antara negara, 
masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah (LSM), dan komunitas lokal, yang semuanya 
memiliki peran penting dalam menciptakan sistem sosial yang adil dan berkelanjutan 
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(Bebbington et al., 2007). Di Indonesia, pluralitas sosial dan budaya menjadi bagian tak 
terpisahkan dari identitas nasional, sehingga akuntansi dialogis menawarkan cara yang 
lebih adil untuk mengakomodasi suara dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat 
pesisir yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan. Akuntansi dialogis 
berupaya mengatasi dominasi informasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti 
investor besar atau pemerintah, dengan menciptakan model yang lebih pluralistik dan 
inklusif. Melalui keterlibatan berbagai pihak, pendekatan ini memungkinkan masyarakat 
pesisir untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam mereka 
sendiri. Hal ini menjadi sangat penting dalam mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan 
lingkungan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang membuat wilayah pesisir 
Indonesia rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan bencana lainnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) 
menganalisis tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia, 
khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat; (2) 
mengeksplorasi relevansi dan penerapan akuntansi dialogis dalam mendorong tata kelola 
sumber daya kelautan yang adil dan berkelanjutan; serta (3) mengidentifikasi strategi untuk 
memperkuat praktik akuntansi dialogis dalam kebijakan pengelolaan sumber daya 
perikanan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji peran akuntansi dialogis dalam 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan 
pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi akuntansi kritis, khususnya dalam 
konteks akuntansi keberlanjutan dan tata kelola sumber daya alam. Selain itu, temuan 
penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat 
kebijakan dalam merumuskan kebijakan perikanan yang lebih partisipatif, adil, dan 
berkelanjutan 

Penelitian ini mengkaji tantangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia, 
yang diwarnai oleh eksploitasi berlebihan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan minimnya 
partisipasi masyarakat lokal. Studi ini menyoroti pentingnya akuntansi dialogis untuk 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan berbagai pemangku 
kepentingan dalam pengambilan keputusan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi 
ketimpangan akses informasi antara pelaku usaha besar dan masyarakat pesisir, dominasi 
pendekatan top-down dalam perumusan kebijakan, perbedaan perspektif antarkelompok 
yang sering kali menyebabkan konflik kepentingan, keterbatasan sistem akuntansi 
tradisional dalam menangkap dimensi sosial-ekologis, serta resistensi terhadap perubahan 
menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini juga 
menemukan peluang untuk memperkuat penerapan akuntansi dialogis melalui 
pemanfaatan teknologi informasi dan penciptaan ruang dialog yang lebih setara. 
Pendekatan ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara retorika keberlanjutan dan 
praktik nyata dalam pengelolaan sumber daya pesisir, dengan mendorong integrasi aspek 
sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih seimbang. Temuan ini memberikan kontribusi 
penting bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan sumber daya pesisir di 
Indonesia, khususnya dalam konteks ekosistem yang rentan terhadap perubahan sosial dan 
lingkungan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Akuntansi Dialogis 

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan akuntansi dialogis, yang mengedepankan 
partisipasi dan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan 
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sumber daya alam (Brown & Dillard, 2014). Teori ini mengkritik pendekatan akuntansi 
tradisional yang lebih fokus pada laporan finansial semata, dan lebih menekankan 
pentingnya proses komunikasi yang terbuka dan transparan antara masyarakat, sektor 
swasta, dan pemerintah. Akuntansi dialogis bertujuan menciptakan ruang bagi dialog yang 
setara, yang dapat mengakomodasi berbagai perspektif dan kepentingan dari semua pihak, 
terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang kompleks dan rentan terhadap konflik 
kepentingan (Bebbington et al., 2007). 

Teori lain yang relevan dalam konteks ini adalah teori keberlanjutan sosial-ekonomi yang 
berfokus pada pencapaian keseimbangan antara keuntungan ekonomi, perlindungan 
lingkungan, dan pemerataan sosial. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kebijakan 
yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengelolaan perikanan dan 
ekosistem pesisir di Indonesia yang memiliki tantangan besar dalam hal eksploitasi 
berlebihan dan ketimpangan sosial-ekonomi (Hörisch et al., 2014). Konsep keberlanjutan ini 
juga menekankan pentingnya pengintegrasian dimensi sosial dan ekologis dalam setiap 
kebijakan yang diterapkan, dengan tujuan agar kebijakan tersebut tidak hanya 
menguntungkan segelintir pihak tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan 
masyarakat pesisir secara keseluruhan (Dmytriyev et al., 2021; Lüdeke-Freund et al., 2017)  

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan 
sumber daya kelautan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan akuntansi dialogis sebagai 
alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan 
keputusan. Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia memiliki tantangan besar, 
seperti ketimpangan sosial-ekonomi, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan, 
serta ketidakadilan distribusi manfaat dari sektor perikanan (Falah & Aptasari, 2023). Dalam 
hal ini, akuntansi dialogis berfungsi sebagai alat mediasi yang dapat membuka ruang bagi 
semua pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, industri, masyarakat lokal, dan 
organisasi lingkungan—untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 
Pendekatan ini juga mengatasi ketimpangan informasi yang sering terjadi antara pelaku 
usaha besar dan masyarakat pesisir, serta memberikan kesempatan bagi kelompok-
kelompok yang terpinggirkan untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengelolaan 
sumber daya alam mereka sendiri. 

Teori Partisipasi 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik merupakan salah satu 
aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel dan responsif. Dalam konteks 
pengelolaan sumber daya, termasuk sumber daya kelautan untuk ekonomi biru 
berkelanjutan, keterlibatan warga menjadi elemen strategis untuk menjamin bahwa 
keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Akuntabilitas sosial semakin diakui sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja 
penyelenggaraan layanan publik (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016; Schaaf et al., 2017).  

Di tingkat lokal, akuntabilitas sosial mendorong komunikasi dua arah, menciptakan 
saling pengertian antara masyarakat dan pemerintah, serta memperkuat pemberdayaan 
warga. Hal ini menghasilkan peningkatan kepercayaan dan efektivitas koordinasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah (Khodary, 2022). Beberapa studi menunjukkan 
bahwa mekanisme akuntabilitas sosial terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan 
publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tingkat lokal (Yilmaz et 
al., 2008). 

Namun, meskipun potensi positifnya telah banyak dibuktikan, dinamika pelaksanaan 
akuntabilitas sosial juga menunjukkan berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat seringkali hanya bersifat simbolik (tokenistik) dan tidak memiliki 
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pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan (Vuković & Babović, 2018). Hal ini terjadi 
ketika warga hanya diberi ruang untuk didengar tanpa diikuti oleh kewajiban pemerintah 
untuk merespons atau mengakomodasi masukan tersebut. Dalam beberapa kasus, 
partisipasi justru digunakan sebagai strategi untuk memperkuat relasi klientelistik antara 
pejabat dan kelompok masyarakat tertentu. 

Masiya et al. (2019) menegaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam mewujudkan 
partisipasi yang bermakna adalah resistensi dari para pejabat publik untuk berbagi 
kewenangan. Pejabat kerap memandang proses pengambilan keputusan sebagai domain 
eksklusif mereka, menganggap bahwa mereka memiliki kapasitas lebih baik untuk 
menentukan solusi terbaik bagi masyarakat. Akibatnya, implementasi akuntabilitas sosial 
seringkali berhenti pada tataran formalitas prosedural tanpa substansi pengaruh terhadap 
keputusan nyata. 

Guna memahami lebih jauh tentang kualitas partisipasi masyarakat dalam mekanisme 
akuntabilitas sosial, banyak penelitian mengadopsi kerangka teoritis Tangga Partisipasi 
yang dikembangkan oleh Arnstein (1969). Model ini mengkategorikan partisipasi menjadi 
delapan tingkatan yang terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: non-partisipasi, 
tokenisme, dan kekuatan warga negara. Tingkatan partisipasi paling rendah mencerminkan 
manipulasi atau terapi semu, sedangkan tingkatan tertinggi menggambarkan partisipasi 
penuh di mana warga memiliki kekuasaan nyata dalam menentukan kebijakan publik 
(Arnstein, 1969; Botchwey et al., 2019). 

Pada kategori non-partisipasi, partisipasi yang ditawarkan bersifat manipulatif dengan 
tujuan mendidik atau membentuk opini masyarakat sesuai dengan agenda pemerintah. 
Sementara itu, kategori tokenisme meliputi pemberian informasi sepihak kepada 
masyarakat tanpa adanya jaminan bahwa suara mereka akan memengaruhi hasil kebijakan. 
Bahkan ketika masyarakat dikonsultasikan melalui forum atau survei, mekanisme ini 
seringkali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif (Nomdo et al., 2019). Kategori 
terakhir, kekuatan warga negara, menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam 
proses perencanaan, pembuatan keputusan, hingga implementasi kebijakan, bahkan 
memiliki hak veto atas kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi mereka, 

Penelitian oleh Kanyane et al. (2022) menyoroti bahwa hubungan antara akuntabilitas 
sosial dan partisipasi warga memang diakui penting, tetapi nuansa pelaksanaannya sering 
kali diabaikan. Dalam praktiknya, partisipasi yang terjadi lebih sering berada pada tingkatan 
tokenisme, seperti yang ditemukan dalam studi kasus Kotamadya Lokal Ngqushwa. Empat 
mekanisme partisipasi yang digunakan—Rencana Pembangunan Terpadu (IDP), Komite 
Lingkungan, Imbizos, dan penganggaran partisipatif—menunjukkan bahwa keterlibatan 
warga masih terbatas pada pemberian informasi dan konsultasi, tanpa pengaruh nyata 
terhadap kebijakan atau prioritas pembangunan (Camargo & Stahl, 2016; Shava & Hofisi, 
2021). 

Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan untuk ekonomi biru berkelanjutan, 
pemahaman tentang teori partisipasi menjadi krusial. Pengelolaan sumber daya kelautan 
yang melibatkan masyarakat pesisir secara aktif dalam proses perencanaan dan 
pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus mengurangi 
potensi konflik. Oleh karena itu, penerapan kerangka Tangga Partisipasi tidak hanya relevan 
untuk konteks kota, tetapi juga memiliki signifikansi tinggi dalam kerangka pembangunan 
ekonomi biru yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. 

METODE 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematik dengan merujuk pada 
kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). 
Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses pengumpulan dan seleksi literatur 
dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi. 
1. Strategi Pencarian Literatur 

Pencarian literatur dilakukan pada beberapa basis data utama, yaitu Scopus, Web of 
Science, ProQuest, dan Google Scholar. Selain itu, laporan kebijakan dari lembaga 
internasional (UNDP, FAO, UNEP) serta dokumen kebijakan nasional turut dijadikan 
sumber pelengkap. Pencarian difokuskan pada publikasi antara 2009–2024 dengan kata 
kunci seperti: dialogic accounting, sustainable coastal resource management, blue economy, 
environmental justice, community-based resource management, dan public participation in decision-
making. 
2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria inklusi: artikel jurnal peer-reviewed, buku akademik, prosiding ilmiah, dan 
laporan resmi lembaga internasional; relevan dengan tema akuntansi dialogis, pengelolaan 
sumber daya pesisir, dan ekonomi biru berkelanjutan; berbahasa Inggris atau Indonesia. 
Kriteria eksklusi: artikel populer, opini, editorial, laporan tanpa telaah sejawat, dan publikasi 
yang tidak relevan dengan konteks penelitian. 
3. Proses Seleksi Literatur (mengacu PRISMA) 
Tahapan seleksi dilakukan secara bertahap: 
a) Identifikasi: ditemukan sebanyak 356 publikasi awal dari seluruh basis data. 
b) Penyaringan duplikasi: setelah menghapus artikel duplikat, tersisa 298 publikasi unik. 
c) Penyaringan judul dan abstrak: dari 298 publikasi, sebanyak 187 artikel dieliminasi 

karena tidak relevan dengan fokus penelitian. Tersisa 111 artikel untuk ditelaah lebih 
lanjut. 

d) Penilaian kelayakan (full-text review): setelah kajian penuh, 71 artikel dikeluarkan karena 
tidak memenuhi kriteria inklusi (misalnya hanya membahas aspek teknis perikanan 
tanpa kaitan dengan akuntansi dialogis atau keadilan lingkungan). 

e) Inklusi akhir: total 50 publikasi (artikel jurnal, buku akademik, dan laporan resmi) 
dipilih sebagai sumber utama analisis. 

4. Analisis Data 
Publikasi terpilih kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis tematik induktif. 

Proses ini menghasilkan beberapa tema utama: 
a) keterkaitan akuntansi dialogis dengan transparansi dan akuntabilitas kebijakan, 
b) kontribusinya terhadap prinsip keadilan sosial dan lingkungan, 
c) serta perannya dalam memperkuat partisipasi masyarakat. 
d) untuk menganalisis aspek partisipasi masyarakat, penelitian ini menggunakan 

kerangka Tangga Partisipasi Arnstein sebagai alat bantu kategorisasi. 
Dengan mengikuti tahapan PRISMA, penelitian ini memastikan proses seleksi literatur 

berlangsung transparan, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ketidakadilan Lingkungan dalam Eksploitasi Sumber Daya Pesisir 

Pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia masih diwarnai oleh ketidakadilan 
lingkungan yang sistematis, di mana kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, 
perempuan, dan nelayan kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh 
berbagai aktivitas industri (Bullard, 2005; Mohai et al., 2009). Salah satu bentuk 
ketidakadilan tersebut adalah praktik pengalihan beban polusi dan limbah oleh aktor-aktor 
dominan kepada komunitas lokal. Aktivitas industri pengolahan ikan, misalnya, 
menghasilkan limbah yang mencemari ekosistem pesisir dan berdampak langsung terhadap 
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kesehatan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya laut untuk kebutuhan 
hidup sehari-hari. Kerugian yang timbul dari pencemaran tersebut merupakan bentuk 
externalized costs, yakni biaya yang tidak ditanggung oleh pelaku industri, melainkan 
dibebankan kepada masyarakat lokal (Adekola et al., 2017). 

Dalam kerangka akuntansi keberlanjutan, environmental cost accounting dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi dan menghitung biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh 
aktivitas tersebut. Sayangnya, praktik pelaporan keberlanjutan yang ada masih jarang 
memasukkan dampak riil terhadap kelompok rentan ke dalam laporan keuangan 
perusahaan. Hal ini memperbesar ketimpangan informasi dan mengaburkan tanggung 
jawab sosial yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha. 

Dampak lingkungan tidak berhenti pada pencemaran limbah saja. Eksploitasi berlebihan 
terhadap sumber daya pesisir juga mempercepat degradasi ekosistem penting, seperti hutan 
bakau dan terumbu karang. Salah satu contoh nyata adalah konversi hutan bakau menjadi 
tambak udang di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Praktik ini merusak fungsi ekosistem 
yang krusial, seperti perlindungan alami terhadap bencana, penyediaan tempat berkembang 
biak bagi berbagai spesies laut, serta penyangga ketahanan ekologi dan ekonomi komunitas 
pesisir (Blythe et al., 2020). Dalam jangka panjang, degradasi ekosistem ini akan 
meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan badai, sekaligus menurunkan 
kapasitas ekosistem dalam mendukung kehidupan masyarakat lokal. 

Selain itu, praktik overfishing yang marak di perairan Indonesia memperburuk ketahanan 
ekosistem laut. Penangkapan ikan secara berlebihan mengganggu keseimbangan rantai 
makanan dan menurunkan kapasitas regenerasi sumber daya ikan, sehingga mengancam 
keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan skala kecil (Lamb et al., 
2019). Akuntansi dialogis dapat berperan penting untuk mendokumentasikan kerugian 
ekonomi yang timbul dari hilangnya jasa ekosistem akibat eksploitasi berlebihan ini. Dengan 
mendokumentasikan nilai ekonomi dari jasa ekosistem yang hilang, akuntansi keberlanjutan 
dapat membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak sosial-ekologis 
yang terjadi. 

Kerangka pelaporan keberlanjutan yang lebih inklusif sangat dibutuhkan agar proses 
pengambilan keputusan tidak lagi hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, 
tetapi juga memperhitungkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem 
(Bavinck et al., 2017). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya pesisir tidak hanya 
berbicara soal produktivitas ekonomi, tetapi juga mengenai keadilan ekologis dan sosial bagi 
komunitas yang terdampak. 

Marginalisasi Masyarakat Lokal dalam Tata Kelola Sumber Daya Laut 

Selain ketidakadilan lingkungan, persoalan mendasar lainnya dalam pengelolaan 
sumber daya pesisir di Indonesia adalah marginalisasi masyarakat lokal dalam proses tata 
kelola. Nelayan skala kecil dan masyarakat adat sering kali tersingkirkan oleh kebijakan 
pemerintah dan dominasi korporasi besar. Kebijakan zonasi perikanan, privatisasi hak akses 
laut, serta pemberian kuota tangkap kepada perusahaan-perusahaan besar telah 
mempersempit ruang gerak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya laut yang 
menjadi penopang utama kehidupan mereka (Adjei & Overå, 2019). 

Di banyak wilayah pesisir Indonesia, proyek-proyek pembangunan berbasis ekonomi 
biru, seperti tambak komersial dan pengembangan energi terbarukan laut, dilakukan tanpa 
konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal. Akibatnya, proyek-proyek ini sering 
kali mengorbankan hak-hak masyarakat atas akses terhadap sumber daya pesisir yang 
sebelumnya menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka 
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(Blythe et al., 2015). Kehilangan akses ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi 
langsung, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan identitas budaya komunitas lokal 
yang sangat bergantung pada laut. 

Dalam konteks akuntansi dialogis, kerangka pelaporan seperti Integrated Reporting dapat 
menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi dan mengungkap dampak sosial dan 
ekologis dari kehilangan akses ini (Bennett et al., 2018). Dengan pendekatan partisipatif 
berbasis stakeholder engagement, akuntansi dialogis memungkinkan masyarakat lokal 
menyuarakan dampaknya secara langsung dalam laporan keberlanjutan perusahaan atau 
institusi terkait. Hal ini juga mendorong tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih 
akuntabel terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya. 

Pentingnya pengakuan terhadap kontribusi masyarakat lokal semakin mendesak 
mengingat mereka memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem 
pesisir. Melalui praktik penangkapan ikan tradisional yang bersifat lestari, komunitas lokal 
berkontribusi pada stabilitas sosial dan ketahanan pangan masyarakat pesisir (Pomeroy et 
al., 2015). Namun, kontribusi ini sering kali diabaikan dalam kebijakan perikanan nasional 
yang lebih berpihak kepada kepentingan komersial jangka pendek. 

Dengan akuntansi dialogis, nilai-nilai informal seperti jasa ekosistem, kontribusi 
terhadap ketahanan pangan, dan peran sosial-budaya masyarakat lokal dapat diinternalisasi 
ke dalam proses pelaporan. Ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan 
pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih inklusif dan adil. 

Ketimpangan Distribusi Manfaat Ekonomi dan Pengabaian Dimensi Sosial-Budaya 

Masalah lain yang menonjol dalam pengelolaan sumber daya laut di Indonesia adalah 
ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dari aktivitas eksploitasi sumber daya pesisir. 
Dalam praktiknya, sebagian besar keuntungan dari sektor perikanan dan sumber daya laut 
dinikmati oleh aktor-aktor besar, baik korporasi maupun elite politik, sedangkan 
masyarakat pesisir yang terdampak hanya memperoleh manfaat yang sangat terbatas 
(McCauley et al., 2018). Pola ini mempertegas ketimpangan struktural dalam pembangunan 
ekonomi biru, yang justru berpotensi memperdalam jurang kemiskinan di kalangan 
masyarakat lokal. 

Akuntansi keberlanjutan memiliki potensi besar untuk mendokumentasikan 
ketimpangan ini dengan cara mengungkap kontribusi ekonomi informal dari komunitas 
lokal. Aktivitas seperti perikanan tradisional, pengolahan hasil laut secara rumah tangga, 
serta jasa ekosistem yang disediakan oleh masyarakat pesisir sering kali tidak tercermin 
dalam statistik ekonomi formal. Dengan memasukkan aspek-aspek ini ke dalam laporan 
keberlanjutan, akuntansi dialogis dapat membantu memperjelas kontribusi riil masyarakat 
lokal terhadap perekonomian wilayah pesisir (Toufique & Gregory, 2008). 

Selain ketimpangan ekonomi, pembangunan berbasis ekonomi biru juga kerap 
mengabaikan dimensi sosial dan budaya masyarakat pesisir. Pembangunan yang 
menitikberatkan pada akumulasi kapital sering kali berdampak negatif terhadap struktur 
sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Salah satu contohnya dapat dilihat pada 
kebijakan konservasi laut di Tanzania, di mana proyek konservasi justru mengakibatkan 
penggusuran masyarakat lokal dan memicu konflik sosial (Benjaminsen & Bryceson, 2012). 
Pengalaman serupa juga mulai terjadi di berbagai wilayah Indonesia ketika proyek 
pembangunan dilakukan tanpa memperhitungkan nilai-nilai sosial-budaya yang melekat 
pada masyarakat pesisir. 

Dalam konteks ini, akuntansi dialogis memainkan peran penting untuk 
mendokumentasikan dampak sosial dan budaya yang sering kali tersembunyi di balik 
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narasi pembangunan ekonomi (Poe et al., 2014). Proses pelaporan berbasis data yang 
komprehensif memungkinkan pengambil kebijakan untuk melihat dampak-dampak yang 
selama ini tidak terkuak, sekaligus menjadi dasar untuk membangun kebijakan yang lebih 
inklusif dan sensitif terhadap kondisi sosial-ekologis lokal (Barclay, 2010). Dengan demikian, 
pendekatan akuntansi dialogis bukan hanya relevan sebagai alat pencatatan dampak 
ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme advokasi yang dapat memperkuat posisi tawar 
masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang 
selama ini mereka alami. 

Akuntansi dialogis menawarkan pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan 
antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan wilayah 
pesisir, pendekatan ini bukan sekadar metode pelaporan keuangan, tetapi sebuah kerangka 
kerja partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengambilan 
keputusan. Dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berdialog secara setara dengan 
pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, akuntansi dialogis 
mendorong perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan 
lokal (Hermes, 2017). 

Lebih dari sekadar mencatat dampak keuangan, akuntansi dialogis memastikan bahwa 
aspek sosial, budaya, dan lingkungan mendapat perhatian yang seimbang. Pendekatan ini 
juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas sosial, di mana masyarakat berhak untuk 
menilai, mengkritisi, dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan 
mereka. Dalam kerangka pembangunan wilayah pesisir, akuntansi dialogis dapat 
meminimalisir konflik akibat perebutan sumber daya, karena semua pihak terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan sejak awal. 

Salah satu kontribusi penting dari pendekatan akuntansi dialogis adalah pengakuan 
terhadap pengetahuan lokal sebagai sumber daya yang setara dengan ilmu pengetahuan 
formal. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada pengetahuan lokal berpotensi 
meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam, karena masyarakat adat atau masyarakat 
pesisir sering kali memiliki tradisi pengelolaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan 
dan berbasis keseimbangan ekosistem (Kristian, 2021; Bidayani & Kurniawan, 2020). Model 
co-management atau pengelolaan bersama merupakan contoh konkret dari integrasi antara 
pendekatan formal dan pengetahuan lokal. Dalam model ini, masyarakat dapat 
memasukkan norma, ritual, dan sistem nilai tradisional mereka ke dalam mekanisme 
pengelolaan yang diakui secara hukum. Seperti yang diungkapkan (Monteiro & Pello, 2021), 
pengakuan atas praktik adat dapat memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan 
sekaligus melestarikan identitas budaya masyarakat pesisir. Integrasi kearifan lokal ini 
bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan, tetapi juga berkontribusi 
terhadap ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Oleh karena itu, akuntansi dialogis 
bukan hanya soal transparansi informasi, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa solusi 
yang ditawarkan relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat. 

Akuntansi Dialogis sebagai Pilar Menuju Ekonomi Biru yang Adil dan Berkelanjutan 

Di tengah arus globalisasi dan desakan pembangunan ekonomi, konsep ekonomi biru 
sering kali dipahami secara sempit, hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan 
finansial. Padahal, esensi sejati dari ekonomi biru seharusnya tidak hanya mengejar 
keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan 
ekologis secara seimbang (Fudge et al., 2023; Srinivasan et al., 2022). Dalam konteks inilah 
akuntansi dialogis menjadi relevan. Pendekatan ini memberikan kerangka untuk 
menggabungkan berbagai dimensi tersebut dalam proses perencanaan, pelaporan, dan 
pengambilan keputusan pembangunan. 
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Akuntansi dialogis menempatkan pelibatan aktif masyarakat sebagai fondasi utama. 
Dengan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan 
pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan lahir dari dialog setara antara berbagai 
aktor yang memiliki hak dan kepentingan atas sumber daya laut. Praktik ini sejalan dengan 
kebutuhan global akan sistem tata kelola yang adil, khususnya bagi negara-negara 
berkembang yang selama ini sering kehilangan suara dalam negosiasi kebijakan kelautan 
internasional (Sparks & Sliva, 2019). Oleh karena itu, penerapan akuntansi dialogis bukan 
hanya relevan bagi Indonesia secara lokal, tetapi juga memiliki arti penting dalam konteks 
tata kelola sumber daya laut secara global. 

Namun, optimisme terhadap potensi ekonomi biru sering kali bertabrakan dengan 
kenyataan di lapangan. Ketimpangan akses terhadap sumber daya laut masih menjadi 
masalah utama, terutama di kalangan masyarakat pesisir. Fenomena ocean grabbing—di 
mana kekuatan modal besar mengambil alih akses terhadap sumber daya laut—menjadi 
ancaman nyata bagi hak-hak tradisional masyarakat lokal. Ironisnya, konsep ekonomi biru 
yang seharusnya berorientasi pada keberlanjutan justru sering dimanfaatkan oleh aktor 
bermodal besar untuk memperluas kekuasaan ekonominya (Brent et al., 2018). Dalam 
kondisi seperti ini, keberadaan sistem akuntansi yang transparan dan partisipatif menjadi 
semakin mendesak agar praktik-praktik ketidakadilan tersebut dapat dicegah atau 
diminimalkan. 

Akuntansi keberlanjutan berperan penting sebagai jembatan untuk mengintegrasikan 
aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam proses perumusan kebijakan. Penerapan 
nyata dari pendekatan ini dapat dilihat dalam studi tentang privatisasi perikanan di Kanada 
dan Islandia. Dalam kedua kasus tersebut, laporan akuntansi keberlanjutan berfungsi untuk 
mengungkap siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang dirugikan oleh 
kebijakan yang diambil (Carothers & Chambers, 2012). Pendekatan akuntansi keberlanjutan 
ini pada akhirnya membuka ruang bagi pertanggungjawaban sosial yang lebih kuat, 
sehingga proses pembangunan tidak berhenti hanya pada pencapaian angka pertumbuhan 
ekonomi, melainkan juga mendukung pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal yang 
selama ini sering terpinggirkan. 

Mengukur Dampak Sosial dan Lingkungan melalui Social Return on Investment (SROI) 

Salah satu pendekatan yang relevan dalam memastikan pembangunan ekonomi biru 
berjalan secara adil dan berkelanjutan adalah penerapan kerangka Social Return on 
Investment (SROI). Kerangka ini dirancang untuk mengukur secara transparan dampak 
kebijakan pembangunan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan 
lingkungan. Dengan SROI, proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif karena 
mampu memasukkan dimensi-dimensi yang sering kali luput dalam laporan keuangan 
konvensional (Aptasari et al., 2024). Di Indonesia sendiri, pendekatan ini memiliki potensi 
besar untuk diterapkan, terutama dalam pengelolaan perikanan skala kecil agar manfaat 
ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat pesisir. 

Namun demikian, penerapan pendekatan seperti SROI tidak dapat berdiri sendiri tanpa 
adanya perubahan dalam pola tata kelola. Salah satu tantangan besar yang dihadapi 
Indonesia adalah masih kuatnya pola pengambilan keputusan yang bersifat top-down. 
Dalam pengelolaan sumber daya laut, keputusan strategis sering kali lebih berpihak pada 
kepentingan investor besar, sedangkan suara komunitas lokal cenderung terpinggirkan 
(Pinkerton, 2017). Dalam situasi seperti inilah akuntansi dialogis menjadi krusial. 
Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun ruang dialog yang setara di antara 
semua pemangku kepentingan, sehingga setiap pihak memiliki hak suara yang seimbang 
dalam menentukan arah kebijakan. Akuntansi dialogis tidak hanya meningkatkan 
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transparansi tata kelola, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meminimalkan 
potensi konflik antara kelompok berkepentingan yang berbeda. 

Lebih jauh, agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat berlangsung secara efektif 
dan berkelanjutan, integrasi akuntansi dialogis ke dalam strategi bisnis maupun kebijakan 
pemerintah menjadi langkah yang tidak dapat ditawar. Sistem akuntansi yang dibangun 
seharusnya tidak berhenti pada pengukuran kinerja finansial semata, melainkan juga harus 
mencakup indikator sosial dan lingkungan secara menyeluruh (Silvestre & Fonseca, 2020). 
Penyusunan indikator kinerja yang komprehensif ini sangat penting untuk memastikan 
bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membawa dampak negatif bagi ekosistem laut 
maupun kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan cara ini, tata kelola sumber daya laut 
Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih berkeadilan dan adaptif dalam menghadapi 
tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan. 

Selain aspek teknis, keberhasilan implementasi akuntansi dialogis juga sangat ditentukan 
oleh nilai dan budaya organisasi itu sendiri. Nilai-nilai keberlanjutan harus menjadi bagian 
yang melekat dalam identitas organisasi agar proses dialog yang tercipta bersifat konstruktif 
dan berorientasi pada kepentingan bersama (Manetti et al., 2021). Budaya dialogis yang 
terbangun dengan baik di dalam organisasi akan memperkuat sinergi di antara berbagai 
aktor internal, seperti nelayan, pengelola koperasi, dan manajemen perikanan. Integrasi 
nilai-nilai keberlanjutan ini menjadi kunci utama agar proses dialog tidak berhenti sebagai 
formalitas administratif semata, melainkan mampu mendorong organisasi untuk secara 
nyata bergerak menuju pencapaian tujuan keberlanjutan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi akuntansi dialogis sebagai 
pendekatan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih adil, 
transparan, dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan ekonomi biru di Indonesia. 
Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana akuntansi 
dialogis dapat berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat pesisir serta 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan? 

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia masih 
menghadapi berbagai tantangan, termasuk eksploitasi berlebihan, ketimpangan sosial, dan 
kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif terhadap masyarakat pesisir. Dalam 
menghadapi persoalan tersebut, akuntansi dialogis diposisikan bukan hanya sebagai 
pendekatan teoretis, melainkan sebagai solusi praktis untuk memperkuat keterlibatan 
masyarakat, memperluas akses terhadap informasi, serta memastikan bahwa suara 
masyarakat pesisir turut mewarnai kebijakan pembangunan wilayah pesisir. 

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan kerangka akuntansi dialogis 
sebagai solusi nyata dalam tata kelola ekonomi biru yang berkeadilan. Pendekatan ini 
memungkinkan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam proses 
pengambilan keputusan secara partisipatif. Kebaruan dari kajian ini terletak pada eksplorasi 
bagaimana akuntansi dialogis dapat dijadikan alat mediasi yang efektif dalam 
menyeimbangkan kepentingan negara, sektor swasta, dan masyarakat lokal yang selama ini 
cenderung termarginalisasi. 

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya penerapan akuntansi 
dialogis dalam proses formulasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, dengan 
dukungan teknologi informasi untuk memperluas akses data dan meningkatkan partisipasi 
masyarakat. Dengan penerapan akuntansi dialogis, tata kelola sumber daya pesisir dapat 



Aptasari (2025) | Akuntansi Dialogis dalam Pengelolaan Sumber Daya … 

 

13 Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi | Volume 9 Nomor 2, 2025 

 

bergerak menuju model yang lebih inklusif dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip 
ekonomi biru berkelanjutan. 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis studi literatur sehingga 
belum dapat memberikan gambaran empiris terkait implementasi akuntansi dialogis di 
lapangan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan dilakukan studi empiris 
yang melibatkan komunitas pesisir di berbagai wilayah Indonesia agar model akuntansi 
dialogis dapat dikembangkan sesuai konteks sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, 
solusi yang ditawarkan dapat lebih efektif dalam mendorong keberlanjutan dan keadilan 
sosial dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini 
diharapkan tidak hanya mengisi kesenjangan kajian akademik, tetapi juga memberikan 
kontribusi praktis bagi upaya memperbaiki tata kelola sumber daya kelautan Indonesia ke 
arah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat pesisir. 
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